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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

“INTEGRASI SDG’s DALAM RPJMD”
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MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA
SELURUH WARGA NEGARA

MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS,
DAN TERPERCAYA

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN

MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI
SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,
BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

5.

6.

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA INDONESIA

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA
SAING DI PASAR INTERNASIONAL

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT
RESTORASI SOSIAL INDONESIA
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Arahan Bapak Presiden RI
1.

. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RENCANA PROGRAM TAHUN 2019

Penggunaan APBN harus fokus, hindari rutinitas, dan memberikan
manfaat untuk masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa/lelang dapat dilaksanakan lebih awal.
Pastikan penggunaan anggaran berorientasi pada outcome
bermanfaat untuk masyarakat, diprioritaskan untuk kegiatan
“utama” bukan untuk kegiatan pendukung (contoh: Belanja Honor,
Belanja Perjalanan Dinas).

Sinergitas Pusat dan Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanakan program dan
anggaran secara berkala dilaksanakan terus menerus (Triwulan,
Semester).

Sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran,
pastikan setiap rupiah hasilnya bermanfaat untuk Rakyat, jangan
ada kegiatan penyimpangan/korupsi/pemborosan.

Acara Penyerahan DIPA TA. 2019 oleh Bapak Presiden RI secara Nasional pada tanggal 11 Desember 2019 di
Istana Negara

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri I3
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EMENTERIAN DALAM NEGERI
PILKADA SERENTAK PROVINSI REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2015, 2017, Dan 2018

. Pemilukada serentak yang sudah dilaksanakan pada
tiga tahapan yakni 2015, 2017 dan 2018 bertujuan
untuk mengefisiensikan dan mengefektitkan anggaran & Tahun 2015 di (9) Provinsi Tahun 2017 di (7) Provinsi Tahun 2018 di (17) Provinsi
pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan S Pada 16 Desember 2015  Pada 15 Februari 2017 Pada 17 Februari 2018
;%rleéltak nasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun N S ° 1. Kalimantan Utara 1. Aceh 1. Sumatera Utara
)- _ " (i 2. Jambi 2. Kepulauan Bangka Belitung 2. Riau
_ R @ =<1 3. Kalimantan Tengah 3. DKI Jakarta 3. Sumatera Selatan
. Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan ( 0 b .\ 4. Kalimantan Selatan 4. Banten 4. Lampung
p dokumen RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal o = 5. Sumatera Barat 5. Gorontalo 5. Jawa Barat
in merupakan momentum yang tepat untuk 6. Kepulauan Riau 6. Sulawesi Barat 6. Jawa Tengah
menyelaraskan perencanaan pembangunan antara @ 7. Sulawesi Utara 7. Papua Barat 7. Jawa Timur
pusat dengan daerah . ¥ . 8. Bengkulu 8. Bali
Kepulfn Ria - f 9. Sulawesi Tengah 9. Nusa Tenggara Barat
+E v 10. Nusa Tenggara Timur
G ",—e : | 9 Kabupaten : 224 Kabupaten : 76 11. Kalimantan Barat
" » Kota 1 36 Kota . 18 12. Kalimantan Timur
fara N 13. Sulawesi Selatan
N 14. Sulawesi Tenggara
N
- .f@ 15. Maluku
L N 16. Maluku Utara
' . ' 17. Papua
."m“ Kabupaten : 115
: Kota 1 39
P f 2015
~" 2017
2018

Tidak Pilkada Serentak



EMENTERIAN DALAM NEGERI

STATUS PERDA RPJMD PROVINSI REPUBLIK INDONESIA
Pilkada Serentak Tahun 2015,2017 Dan 2018

*  Gubernur dan Wakil Gubernur
& yang sudah dilantik, saat ini
‘ sedang menyusun  RPJMD.
Sebagaimana yang diamatkan
. pada Pasal 264 Ayat 4 UU
' Nomor 23 Tahun 2014:

Pergub No.16 Tahun 2018
RPJMD 2014-2019 » PerdaNo.2 Tahun 2016

Perda No.1 Tahun 2018 RPJMD 2016-2021

RPJMD 2016-2021
Rancangan Awal

Rancangan Awal
Rancangan Awal e PerdaNo.3 Tahun 2016

RPJMD 2016-2021

Perda tentang RPJMD
Rancangan Teknokratik ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah kepala

Perda No.4 Tahun 2017 daerah terpilih dilantik.
RPJMD 2017-2022

Rancangan Teknokratik Perda No.7 Tahun 201

RPJMD 2016-2021

Perda No.10 Tahun 2016
RPJMD 2016-2021

ERTTTATY

Perda N&%ﬁahun‘ZOl‘Z
RPJMD 2017-2022.

Musrenbang

KDH yang sudah dilantik
dari Pilkada Serentak
2018:

05 September 2018

Jawa Tengah
Kalimantan Barat
Sumatera Utara

S

Perda No.8 Tahun 2017,
RPJMD 2016-2021

.

Perda No.1 Tahun 2018
? RPJMD 2017-2022

1.

2.

3.

Perda No.7 Tahun 2017 ® 4. Nusa Tenggara Timur
RPJMD 2016-2021 i 5 ]awa Barat
g ? 4 '
3 " 4 . 1 i Selatan
Perda No.7 Tahun 2016 : . F = s 6. Su ?.:IWES Selata
RPJMD 2016-2021 g “=-{Raricangan Teknokratik 7. Bali
’ ‘ 8. Sulawesi Tenggara
Rancangan Awal
8 PerdaNo.7 Tahun 2016 Perda No.8 Tahu#2 V7 9. Papua
[} RPJMD 2016-2021 RPJMD 2017-2022 Rancangan Awal
Rancangan Teknokratik 19 September 2018
Rancangan Akhir Rancangan Awal
perdaNo7 Tahun 2017 RPJMD Sudah Dievaluasi & Ditetapkan Pilkada 2015 1. Nusa Tenggara Barat
o un_ d ’ RPJMD Dalam Proses Penyusunan Baru Pilkada 2017
RPJMD 2017-2022 Rancanan Teknokratik
Rancangan Akhir e RPJMD Belum Ditetapkan Perda B rikadazo018 01 Oktober 2018
Rancangan Awal Tidak Pilkada Serentak 1. Kalimantan Timur

2. Sumatera Selatan

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri




5‘“& ISUPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
OB DI 17 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILSER 2018

@ et GOALS

EMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:
1. Defisit air 5. Pemenuhan SPM:

17 PROVINSI sedang 15 PROVINSI yang sudah
menyusun KLHS RPJMD menyusun RAD TPB
Defisit ai b
epl:rllgjrl; Karhutla Kemisirilﬁzﬁ Alih fungsi lahan
Kesehatan Alih fungsi lahan Defisit air Kemiskinan
Kemiskinan Infrastruktur Perubahan iklim

Pendidikan Pencemaran Laut

Alih fungsi lahan
Kemiskinan
Kesehatan
3 : Pendidikan
Karhutla A
Alih fungsi lahan 4
Kemiskinan
Pangan

Kemiskinan
Pendidikan
Defisit air

2. Pangan
3. Persampahan

kemiskinan,
pendidikan,

4. Alih fungsi lahan kesehatan.

Provinsi yang sudah
menyusun KLHS RPJMD

Sumatera Selatan
Jawa Barat

Jawa Tengah

Bali

NTB

NTT

Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Papua

XN AW

1.
2
3
4,
5. Kalimantan Barat
6
7
8.

Provinsi yang sedang
menyusun KLHS RPJMD

Sumatera Utara
Riau

Lampung

Jawa Timur

Kalimantan Timur
Maluku
Maluku Utara

Emisi GRK

Defisit Air

Alih fungsi lahan

Persampahan fisit Ai Kemiskinan o
e Kemiskinan Defisit Air Defisit Air Defisit air 17 provinsi
Defisit air Persampahan K 115 kabupaten
Pangan esehatan
Pangan L e 39 kota
Pendidikan Pendidikan
Persampahan Defisit Air
Pangan Pilkada 2015
Kebencanaan Pilkada 2017
B rikadazo18

Tidak Pilkada Serentak

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri I3

Provinsi yang sudah menyusun RAD TPB

1. Riau 9. Bali

2. Sumatera Barat 10. NTB

3. Bengkulu 11. NTT

4. Lampung 12. Kalimantan Timur
5. Jawa Barat 13. Kalimantan Utara
6. Jawa Tengah 14. Sulawesi Selatan
7. DI Yogyakarta 15. Gorontalo

8. Jawa Timur



. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONTRIBUSI APBD DALAM REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUAN DAERAH

Kontribusi APBD dikisaran 8% terhadap DIPERLUKAN INOVASI DAERAH UNTUK:
pembangunan daerah, 92% merupakan 1. Meningkatkan pelayanan publik
kontribusi dari non pemerintah 2. Memberdayakan peran serta

(masyarakat dan swasta) masyarakat
d 3. Meningkatkan daya saing daerah

Berdasarkan PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah

KALIMANTAN: 7,9% thd PDB ’
L4 Pe“a'“.'f’a”g’””' Industr, Perty ; TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

S SULAWESI: 6,0% thd PDB
o Pertanian, konstruksi, perdagangan ° Ketimpangan maSih terjadi
,,r N * Sumber pertumbuhan bertumpu pada
- ) kawasan barat
- * Tingkat kemiskinan tinggi
SUMATERA: 22,0% thd PDB * Ekonomi daerah bertumpu pada sumber daya
Pertanian, Industri pengolahan, v ﬂ l
pertambangan o‘ J alam
sl R « Kemandirian ekonomi daerah masih
Pertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan bergantung pada pusat.
BALI & NUSRA: 13,1% thd PDB Bonus demograﬁ meningkat tanpa dibarengi
Pertanian, pariwisata, perdagangan dengan kualitas SDM
JAWA: 58,5% thd PDB @ reriumbuhan PDRE, 2016, Yoy * Meningkatnya belanja untuk pelayanan publik
Industri pengolahan, perdagangan, . Tingkat pengangguran 2016 Seiring dengan bertambahnya jumlah
SUMBER: KEMENKEU, 2018 TR . ;Emft?st Kemiskinan Daerah, per September 2016 penduduk

* Skema pendanaan pembangunan daerah yang
@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri masih konvensional




INTEGRASI TPB/SDGs R TR P UBLIK INDONESIA

Dalam Tahapan Penyusunan RPJMD

Pengintegrasian SDGs dalam Perencanaan Daerah dilakukan sebelum
penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan Rancangan
-

Pelantikan

Persiapan Penyusunan
- .

Perumusan Rancangan Akhir
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\  Penyusunan KLHS RPJMD / “d Penyusunan Rancangan Awal Musrenbang S
AN ,/ il Penetapan
\“~ ’,/

~ -
-~ -_— s e - - =
Esensi Musrenbang Tujuan

Output | Fungsi L. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
. Rancangan RPJMD Landasan PEMDA p 13;
Pena]ama;é;;f"i(;iri{};esliarasan, & » Yang Berkualitas dan A1 1csanakan pembangunan 9 3. Lapangan berusaha;
Berkelanjutan daerah yang berkelanjutan 4. Akses dan kualitas

pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
]

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri



EMENTERIAN DALAM NEGERI
SKEMA PENDANAAN REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan Daerah

-

- ~
Pusat 2 Daerah =
. Belanja K/L (UP] / \
& Dekon TP /41 PAD \
. Belanja Non K/L / 2. Transfer ke Drh & dana
. Transfer ke Drh & desa \
Swasta Dana Desa I 3. Revitalisasi dan |
1. Pasar Saham | Restrukturisasi BUMD
2. Reksadana \ dan BLUD;
. Obligasi 4. Pinjaman Daerah /

\' 5. Hibah Daerah
6. Obligasi Daerah

4
~ ”’

A — e T o

Sumber
RIDF Pendanaan/ K_PBU \
Regional Pembiayaan Kerja Sama \
Infrastruktur Pembangunan Dl;el;erfl];lszl;n /

Developmen Fund

Usaha

-y -

pembangunan sesuai dengan kemampuan dan Kkarakteristik

I/E * Daerah diberikan kewenangan untuk untuk membiayai
; wilayahnya melalui berbagai skema pendanaan.

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri
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Kepatuhan daerah
terkait penetapan
Dokren & penganggaran

Mengoptimalkan belanja
pegawai yang bersumber
dari Belanja Tidak

Implikasi Positif yang Diperoleh Pemda Dalam Rangka
Optimalisasi Skema Pendanaan untuk Menjawab Tantangan
Pembangunan Daerah

1

Mengurangi (SiLPA)
dan mendorong dana
SiLPA dimanfaatkan

EMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Efisiensi belanja
daerah dan
meningkatkan

serta konsistensi antara Langsung untuk penyertaan modal pendapatan daerah
perenc. & penganggaran
1 3 5 7
2 4 6

Melakukan koordinasi
Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) dalam
pengendalian inflasi
daerah

Pemanfaatan dan Penerapan
aplikasi dalam perencanaan

Meningkatkan
pemanfaatan potensi
dan sumber-sumber

pendapatan asli daerah

Rasionalisasi Belanja
Pegawai dan
Belanja Publik

dan penganggaran
pembangunan daerah (e-
Planning & e- Budgeting)

M

r 1 %, ﬁ)’f:./:ﬁ ‘
@kemendagri f @kemendagri W @kemendagri_ri (2




.\ KEMENTERIAN DALAM NEGERI <
REPUBLIK INDONESIA | ¢ Q Ag

Percepatan Pelaksanaan TPB

Daerah segera menyelesaikan pembuatan KLHS RPJMD
1 sebagaiinstrument yang memastikan TPB/SDGs terintegrasi
kedalam dokumen RPJMD

Daerah perlu melakukan terobosan/inovasi untuk menjawab
tantangan pembangunan

Daerah diberikan kewenangan untuk untuk membiayai
3 pembangunan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik
wilayahnya melalui berbagai skema pendanaan.

Daerah perlu melibatkan pihak non pemerintah dalam
4  pembangunan daerah agar pelaksanaan pemerintahan
daerah memiliki implikasi positif.

@kemendagri f @kemendagri W @kemendagri_ri (2
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